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ABSTRACT 
Due to the increase of village fund allocation budget per year, this research aimed to analyze the implementation 
of accountability system in management of Village Fund Allocation Fund of Desa Wonopolitahan Kecamatan 
Prambon Kabupaten Sidoarjo. It was conducted by describing some stages, such as: planning, implementing, 
auditing, and accountability from accountability principles. The research was descriptive-qualitative. Moreover, 
the data were primary and secondary. Furthermore, the data collection technique used interview and 
documentation. Additionally, the data analysis technique used triangulation technique. In addition, the steps 
which were implemented started from data collection, data reduction, and data validation. The research result 
concluded that the accountability system in management of Village Fund Allocation in planning, implementing 
and auditing had applied transparency and accountability. Meanwhile, the accountability stage of Village Fund 
Allocation either technical or administrative, was done through Letters of Accountability as a way of 
responsibility. However, this stage still needed guidance from the Local Government of Prambon. 
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ABSTRAK 

Anggaran Alokasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami peningkatan anggaran. Berdasarkan hal 
tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapaan sistem akuntabilitas dalam 
pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonopolitahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 
melalui penjabaran  pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban 
dari prinsip-prinsip akuntabilitas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang 
dilakukan dengan teknik pengumpulan data dan wawancara dan dokumentasi. Teknis analiasis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis trianggulasi. Tahap yang dilakukan oleh 
peneliti di mulai dari pengumpulan data, kemudian reduksi data, dan uji keabsahan data. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan telah menerapkan prinsip tranparansi dan 
akuntabilitas. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis 
maupun administrasi dilakukan melalui pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk 
pertanggungjawaban.  Namun terkait hal ini masih diperlukan adanya bimbingan dari pemerintahan 
Kecamatan Prambon. 

 
Kata Kunci: alokasi dana desa, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban 

 
 
PENDAHULUAN 

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik 
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan 
pusat, daerah, maupun desa. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana 
masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi 
dalam mencatat dan melamporkan kinerja suatu pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pegembangan Standar Akuntansi 
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Pemerintah. Kerangka konsep dasar penyusunan dan penegembangan Standar Akuntansi 
Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyususn 
laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas 
sesuatu masalah. Setelah terbentuknya suatu sistem pemerintahan yang baik, dalam hal ini 
akan memunculkan suatu sistem pemerintahan yang akuntabilitas, dimana membentuk 
suatu pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab atas apa yang telah 
dilakukan oleh pemerintahan dalam penyelenggaraan untuk dapat membangun sistem 
pemerintahan yang bersih tanpa adanya suatu korupsi. Pertanggung jawaban pemerintah 
dalam hal ini tidak hanya dilaksanakan pada pemerintahan pusat saja tetapi juga pada 
pemerintahan daerah. 

Pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah 
adalah bentuk anggaran yang dibuat, dimana pada pembuatan anggaran sangat paling 
mudah untuk dimanipulasi dan tidak transparansi. Setelah Pemerintah Daerah laporan 
keuangannya sudah akuntabilitas, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pelaporan 
keuangan untuk pemerintah desa, dimana desa ini adalah sebagai suatu cerminan suatu 
pertanggungjawaban nantinya yang akan diberikan kepada pemerintah pusat. 
Pemerintahan desa disini juga harus memahami bagaimana pembuatan laporan keuangan 
yang transparansi, dimana untuk pemerintah desa mendapatkan dana yang sangat besar 
dari pemerintah untuk pembangunan desa untuk mensejahterahkan masyarakatnya dan 
menjadikan desa yang mandiri. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
kabupaten/ kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional 
yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (selanjutnya disingkat ADD). 

ADD sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam 
membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam beberapa situasi, 
penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya 
bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan 
berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD 
cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu 
melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Dalam pengelolaan Alokasi Dana 
Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 
pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di 
alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang 
berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah 
satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus 
bertransformasi menjadi wilayah yang mengalami peningkatan yang sangat baik. Hal itu 
dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah 
yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Sidoarjo juga semakin 
meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan. 
 Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan maka terdapat rumusan masalah 
yaitu: Bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana khususnya 
dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Alokasi Dana 
Desa di Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo? Dan tujuan 
penelitian yaitu: (1) Untuk menganalisis penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan 
Alokasi Dana Desa khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta 
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon 
Kabupaten Sidoarjo, (2) Untuk mengetahui pemerataan pembangunan di desa – desa 
Kecamatan Prambon dengan cara meneliti akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa yang 
bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di seluruh Desa Wonoplintahan. 
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TINJAUAN TEORITIS 
Desa  
  Desa tidakilagi idiartikan isebagai isuatu ihal iyang inegatif ikarena idesa imerujuk 
pada isuatu ilokasi, itingkatan ipemerintahan idan ijuga iberbagai ipengertian ilainnya. 
Bahkan idesa ijuga memiliki pengertian iberdasarkan iundang-undang iyang iberlaku idi 
Negara iRepublik iIndonesia itercinta iini. Pengertianidesa imenurut iundang iundang iyang 
berlaku isaat iini iadalah iUndang-undang iNomor i6 iTahun i2014 itentang idesa.” 

Pengertian idesa imenurut iundang iundang iNo. i22 iTahun i1999 ijuga isebelumnya 
memperbaharui iUU iNo. i5 itahun i1979 iyang imemberikan ipengertian ibahwa idesa 
adalah isuatu iwilayah iyang iditempati ioleh isejumlah ipenduduk isebagai ikesatuan 
masyarakat itermasuk idi”dalamnya ikesatuan imasyarakat ihukum iyang imempunyai 
organisasi ipemerintahan iterendah ilangsung idi ibawah iCamat idan iberhak 
menyelenggarakan irumah itangganya isendiri idalam iikatan iNegara iKesatuan iRepublik 
Indonesia. 

 
Akuntabilitas  

Menurut iLembaga iAdministrasi iNegara idan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan RI (2000:12), iakuntabilitas iadalah ikewajiban iuntuk imemberikan 
pertanggungjawaban iatau imenjawab idan imenerangkan ikinerja idan itindakan 
seseorang/pimpinan isuatu iunit iorganisasi ikepada ipihak iyang imemiliki ihak iatau 
iyang berwenang imeminta ipertanggungjawaban. Akuntabilitas iadalah iprinsip 
pertanggungjawaban ipublik iyang iberarti ibahwa iproses ipenganggaran imulai idari 
perencanaan, ipenyusunan idan ipelaksanaan iharus ibenar-benar idapat idilaporkan idan 
dipertanggungjawabkan ikepada iDPRD idan imasyarakat. iMasyarakat itidak ihanya 
memiliki ihak iuntuk imengetahui ianggaran itersebut itetapi ijuga iberhak iuntuk imenuntut 
pertanggungjawaban iatas irencana iataupun ipelaksanaan ianggaran itersebut. Sehubungan 
dengan ipentingnya iposisi ikeuangan iini (Kaho, 1997:125). 

 
Perencanaan  

Menurut (Stoner et al., (1994) iperencanaan imerupakan itujuan iyang itelah 
ditetapkan idan imemilih isarana iyang itepat idalam imerealisasikan isasaran iyang itelah 
ditetapkan. iSedangkan iSiagian i(2012) imerencanakan iberarti imelakukan isuatu iusaha 
tertentu isecara isadar idan isistematik iuntuk imengatasi isuatu ikeadaan iyang iapabila 
tidak idiatasi ibisa imenimbulkan imasalah ipada iorganisasi. iSementara iitu iMenurut 
Robbins (2001:2) imengemukakan i“Planning iis idetermining iin iadvance iwhat iis ito ibe idone, 
how iit iis ito ibe idone, iwhen iit iis ito ibe idone, iand iwho iis ito ido iit, iIncludes idefining igoals, 
establishing istrategy, iand ideveloping iplans ito icoordinate iactivies”. iMaksudnya iPerencanaan 
adalah imencakup imendefenisikan itujuan, imenegakkan istrategi, idan imengembangkan 
rencana iuntuk imengkoordinasikan ikegiatan. 

 
Pelaksanaan  

Karhi dan Winardi i(1997) iimplementasi irencana iadalah imerupakan iproses iuntuk 
memastikan ibahwa istrategi itercakup ipada isegala isesuatu iyang idilakukan ioleh 
isesuatu organisasi. iSedangkan isasaran iimplementasi iadalah iuntuk imenciptakan 
ikeserasian sasaran-sasaran istrategik idan iaktivitas-aktivitas iharian iorganisasi iyang 
bersangkutan.Dalam iimplementasi isejumlah itotal iaktivitas idan iberbagai ipilihan iyang 
dilakukan iuntuk idapat imelaksanakan iperencanaan i(Hunger idan iWheelen, i2001). 

Sementara iitu iMenurut Salusu (1996) ibahwa idalam iimplementasi imenggunakan 

sumber idaya imanusia idan imemanfaatkan isumber idaya ilain iuntuk imencapai isasaran 
dari istrategi. iInti idari iimplementasi iadalah ibagaimana imengamankan isumber idaya, 
mengorganisasikan isumber idaya idan imengarahkan isumber idaya itersebut. I 
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Pengawasan 
Hellriegel idan iSlocum i(1998:618), imendefinisikan ipengawasan isebagai 

Pengawasan iadalah imenentukan iapa iyang itelah idicapai, iartinya, imenilai ihasil 
pekerjaan idan, iapabila iperlu, imengadakan itindakan-tindakan ipembetulan isedemikan 
rupa isehingga ihasil ipekerjaan isesuai idengan irencana-rencana. I 

 
Alokasi iDana iDesa 

Menurut iPeraturan iMenteri iDalam iNegeri iNomor i113 iTahun i2014, iDana iDesa 
adalah idana iyang ibersumber idari iAnggaran iPendapatan idan iBelanja iNegara iyang 
diperuntukkan ibagi iDesa iyang iditransfer imelalui iAnggaran iPendapatan idan iBelanja 
Daerah iKabupaten/Kota idan idigunakan iuntuk imembiayai ipenyelenggaraan 
pemerintah, ipelaksanaan ipembangunan, ipembinaan ikemasyarakatan, idan 
pemberdayaan imasyarakat. Alokasi iDana iDesa iatau iADD iadalah idana iyang  
bersumber idari iAnggaran, iPendapatan idan iBelanja iDaerah i(APBD) iKabupaten iyang 
dialokasikan idengan itujuan ipemerataan ikemampuan ikeuangan iantar idesa iuntuk 
mendanai ikebutuhan idesa idalam irangka ipenyelenggaraan ipemerintahan idan 
pelaksanaan ipembangunan isertapelayanan imasyarakat (Suparman et al., 2014). 

 
Pengelolaan iAlokasi iDana iDesa 

Dalam ikamus ibahasa iIndonesia ipengelolaan iadalah iarti ikata ikelola iatau 
mengelola iyaitu mengendalikan, imengatur, menyelenggarakan, imengurus idan 
menjalankan. iSedangkan iarti ikata ipengelolaanadalah iproses, icara, iperbuatan 
mengelola.Sedangkan idalam iKamus iBesar iBahasa iIndonesia i(KBBI), iarti idari 
pengelolaan iadalah: (1) Proses, icara, iperbuatan imengelola; (2) Proses  melakukankegiatan 
tertentu idengan imenggerakkan itenaga iorang ilain; (3) Proses iyang membantu 
merumuskan ikebijaksanaan idan itujuan iorganisasi; (4) Proses iyang memberikan 
pengawasan ipada isemua ihal iyang iterlibat idalam ipelaksanaan kebijaksanaan idan 
pencapaian itujuan (Wida, 2016). 

 
Perencanaan, iPelaksanaan, iPertanggung iJawaban iAlokasi iDana iDesa 
Perencanaan iAlokasi iDana iDesa 

Menurut Subroto (2009) imekanisme iperencanaan iADD idimulai idari iKepala 
iDesa selaku ipenanggungjawab iADD imengadakan imusyawarah idesa iuntuk imembahas 
rencana ipenggunaan iADD, iyang idihadiri ioleh iunsur ipemerintah idesa, iBadan 
Permusyawaratan iDesa, ilembaga ikemasyarakatan idesa idan itokoh imasyarakat, ihasil 
musyawarah itersebut idituangkan idalam iRancangan iPenggunaan iDana i(RPD) iyang 
merupakan isalah isatu ibahan ipenyusunan iAPBDes. 

 
Pelaksanaan iAlokasi iDana iDesa 

Berdasarkan iperaturan ipemerintah iNo. i60 itahun i2014 itentang idana idesa yang 
bersumber idari iAPBN idan iPeraturan iPemerintah iNo. i43 itahun i2014 itentang 
Peraturan Pelaksanaan iUndang-Undang iNo. i6 itahun i2014 itentang iDesa itelah idiatur 
ibeberapa pokok ipenggunaan ikeuangan idesa. iPada ipasal i100 iPP iNo. i43 itahun i2014 
idisebutkan bahwa ibelanja idesa iyang iditetapkan idalam iAPBDesa idigunakan idengan 
iketentuan: i1. Paling isedikit i70% idari ijumlah ianggaran ibelanja idesa idigunakan iuntuk 
imendanai penyelenggaraan ipemerintah idesa, ipelaksaan ipembangunan idesa, 
ipembinaan kemasyarakatan idesa idan ipemberdayaan imasyarakat idesa. i2. iPaling 
ibanyak i30% idari jumlah ianggaran ibelanja idesa idigunakan iuntuk ipenghasilan itetap idan 
itunjangan iKepala Desa idan iPerangkat iDesa, iOperasional iPemerintah iDesa, iTunjangan 
idan iOperasinal Badan iPermusyawaratan iDesa idan iInsentif iRukun iTetanggan idan 
iRukun iWarga. 
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Pertanggung iJawaban iAlokasi iDana iDesa 

Pertanggungjawaban iADD iterintegrasi idengan ipertanggungjawaban 
ipelaksanaan APBDes isesuai idengan iPeraturan iPemerintah iNo. i8 iTahun i2016. iNamun 
idemikian Tim iPelaksana iADD iwajib imelaporkan ipelaksanaan iADD iyang iberupa 
iLaporan Bulanan, iyang imencakup iperkembangan ipelakasanaan idan ipenyerapan idana, 
iserta Laporan iKemajuan iFisik ipada isetiap itahapan ipencairan iADD iyang imerupakan 
gambaran ikemajuan ikegiatan ifisik iyangdilaksanakan. 

 
METODE PENELITIAN  
Jenis iPenelitian idan iGambaran idari i(Objek) iPenelitian 

Penelitian ideskriptif ikualitatif iadalah ipenelitian iyang imenguraikan ipendapat 
responden iapa iadanya isesuai idengan ipertanyaan ipenelitian, ikemudian idianalisis 
dengan ikata-kata iyang imelatar ibelakangi iresponden iberperilaku iseperti iitu. iMetode 
penelitian ikualitatif iini ipeneliti igunakan iuntuk imendapatkan idata iyang imendalam, 
suatu idata iyang imengandung imakna i(data iyang isebenarnya), idan iteknik 
ipengumpulan data ilebih ibanyak ipada iobservasi, iwawancara iterstruktur idan 
idokumentasi (Sugiyono, 2013). 
 
Teknik iPengumpulan iData 

Pada ipenelitian ikualitatif iini ipeneliti imenggunakan iinstrumen iuntuk 
mengumpulkan imengumpulkan idata idan iinformasi iyang ivalid idan iakurat, 
pengumpulan idata iyang iutama i(untuk imendapatkan idata iprimer) ipada iobservasi 
peneliti iakan imelakukan iwawancara isecara imendalam, iyang idibantu idengan ialat 
perekam i(tape irecorder) iserta idokumentasi. iAlat iperekam iini iberguna isebagai ibahan 
cross- iceck, ijika ipada isaat ianalisa iterdapat idata, iketerangan iatau iinformasi iyang isempat 
tidak itercatat ioleh ipewancara. 

 
Satuan iKajian 

Satuan iKajian ibertujuan iuntuk imengarahkan ipeneliti idalam imelakukan 
penelitian, imaka idari iitu idisusun idefinisi ikonsep iyang idapat idijadikan isebagai iacuan 
dalam ipenelitian iini iyakni: (1) Pemerintahan Desa, (2) Pengelolaan iKeuangan iAlokasi 
Dana iDesa. 

 
Teknik Analisis Data 
Dokumentasi 

Dokumentasi iTeknik ipengumpulan idata idengan imelihat ilangsung idata-data 

yang isudah iada idan itersedia idi ilokasi ipenelitian iyaitu iKantor iDesa Wonoplintahan, 

Kabupaten Sidoarjo. iData-data iyang isebagian ibesar isudah iada idi ilokasi ipenelitian 
antara ilain adalah ibentuk isurat-surat, icatatan iharian, ilaporan iRPJMDesa, iAPBDesa, 
PERBUB, PERDES, iFoto. 

 
Wawancara 

Peneliti imelakukan iwawancara ikepada iresponden, iterkait ipengelolaan  
keuangan desa iyang idibantu idengan ialat iperekam. iAlat iperekam iini iberguna isebagai 
icross check, ijika ipada isaat imenganalisis iterdapat idata, iketerangan iatau iinformasi 
iyang itidak sempat itercatat ioleh ipewawancara. 
 
Tahap iAnalisis iData 

Selain idokumentasi idalam iwawancara idilakukan iselanjutnya ike itahap ianalisis 
data. iDalam imelakukan ipenelitian iakuntabilitas iPemerintah iDesa ipada ipengelolaan 
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Alokasi iDana iDesa imemerlukan itahapan ianalisis iyang imenggunakan iteknik 
menggambarkan idan imenginterpretasikan iarti idari idata iyang itelah iterkumpul idengan 
memberikan iperhatian idan imerekam ihasil iwawancara idengan ipihak iyang iterkait 
mengenai iaspek-aspek iyang iterkait idengan isituasi iyang iditeliti ipada isaat iitu, 
sehingga dapat imemperoleh igambaran isecara iumum idan imenyeluruh imengenai 
ipengelolaan Alokasi iDana iDesa. 

 
Pengujian Keabsahan Data  

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
triangulasi. Triangulasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, 
triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Bachri, 2010). Trianguasi dapat di laksanakan 
dengan 3 metode Triangulasi teknik, artinya peneliti dalam menggabungkan data 
dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan 
sumber yang sama. Triangulasi sumber adalah tes untuk memperoleh data dari sumber 
yang bertentangan dengan teknik yang sama. Triangulasi waktu, yaitu pemeriksaan data 
dengan cara menggabungkan data dengan waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian ini 
menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.  
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber data yaitu 
informan atau narasumber, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan warga. 
Serta Laporan Keuangan Penggunaan Alokasi Dana Desa Wonoplintahan Tahun 2020.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Hasil Penelitian  
Deskripsi iWilayah 

Kondisi ifisik isuatu iwilayah iberperan ipenring idalam idalam iaktifitas 
penduduknya. iPada ikondisi isosial isuatu iwiayah itidak iakan iterlepas idari ikeadaan  
dari ifisiknya. iDalam ihal iini idikarenakan ikondisi ifisik isuatu iwilayah imemiliki isuatu 
peran iuntuk imengetahui ifaktor-faktor ialami iuntuk imengetahui isuatu ikeadaan idan 
potensi iyang iada idikawasan itersebut. iDesa Wonoplintahan imerupakan i1 i(satu) idari 
wilayah iKabupaten iSidoarjo idan itermasuk isalah isatu dari 20 i(dua ipuluh). Desa 
Wonoplintahan imemiliki iluas iwilayah i197,62 iha idengan ipenggunaan ilahan iyaitu: 
sawah iirigasi iiteknis i114,804 iha, isawah iirigasi i½ iteknis i2 iha,  
perkarangan/perumahan i79 iha idan ilain-lian iseperti i(jalan, isungai, imakam idan 
lapangan) i2,315,ha. iPenduduk iDesa iWonoplintahan, iberjumlah i5.833 ijiwa iterdiri idari 
laki-laki isebanyak i2.846 ijiwa idan iperempuan i2.987. Jiwa, idengan ijumlah ikepala 
keluarga i(KK) isebanyak i1.458 iKK iterdiri idari iKK ilaki-laki i1.235 idan i223 i iKK i 
perempuan, iserta itingkat ikepadatan ipenduduk isebesar i0,3 ijiwa/100 im2. 
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Struktur Pemerintahan Desa 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wonoplintahan 

Sumber data : Pemerintahan Desa Wonoplintahan, 2021 

 
PEMBAHASAN  
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wonoplintahan 

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa i(ADD) di Desa Wonoplintahan diwujudkan dalam 
iempat itahap iperencanaan, ipelaksanaan, ipengawasan idan ipertanggungjawaban. Dalam 
ihal iini, iuntuk ipengelolaan iADD idi idesa iwonoplitahan imenggunakan peraturan 
Bupati iSidoarjo iTahun i2020 iMengenao iAlokasi iDana iDesa idi iKabupaten Sidoarjo. 
Pada ipertauran itersebut ipenggunaan ianggran iAlokasi iDana iDesa idibagi imenjadi idua 
tahap iyaitu idengan ipersentase i60% itahap iawal iyang idigunakan iuntuk ipengahasilan 
tetap iperangkat idesa idan i40% iuntuk ipenyelenggaraan i4 ibidang iyaitu idiantarannya 
bidang ipenyelenggraan ipemerintah idesa, ibidang ipembinaan ikemasyarakat idesa, 
bidang ipemberdayaan idesa, idan ibidang ipelaksanaan ipembangunan idesa. 

 
Perencanaan Alokasi Dana Desa 
 Perencanaan ADD perlu dilakukan agar penggunaan danaiyang diberikan dapat 
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iefektif, iefesien idan iekonomis iserta itepat isasaran. iTahap ipertama iperencanaan yaitu 
idengan imusyawarah ibersama iyang ibisa idisebut idengan iistilah iMusrengbangdes, 
dimana imusrengbangdes iini iakan idihadirin ioleh iseluruh ielemen imasyarakat iberserta 
pemerintah idesa. Musrengbangdes iadalah iferum imasyarakat itahuann ipemangku 
kepentingan idea iuntuk imenyepakati iRencana iKerja iPembangunan idesa i(RKP)  
tahunan anggran idirencanakan. iMusrengbangdes idilaksanakan iyang idengan imengacu 
ikepada RPJM idesa. isetiap idesa idiamanatkan iuntuk imenyusun idokumen irencana i5 
itahunan yaitu iRPJMDes idan idokumen irencana itahunan iyaitu iRKPDes. iKegiatan 
musrengbangdes imerupakan ikegiatan imusyawarah ikyang imembahs imengenai iusulan 
rencana ipembangunan idesa iyang iberprinsip iperencanann ipembangunan ipartiisipasi 
masyarakat idesa. iPrinsip itersebut imengaharuskan iadannya iketerlibatan imasyarakat 
dalm ipengambilan ikeputusan idan imenentukan ipembangunan iyang iakan idilaksanakan 
di idesa iseusai iskala iprioritas idan ikebutuhan imasyarakat idesa. Mekanisme 
perencanaan ADD isecara ikronologi idapat idijabarkan isebagai iberikut: 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar i2 
Mekanisme iPerencanaan iAlokasi iDana iDesa 

Sumber data : Pemerintahan Desa Wonoplintahan 2021 

Apabilaidilihat dari partiipasiimasyarakat dalamipegambilanikeputusan 
iperencanaan penggunaan ADD dengan antusiasnnya masyarakat datangipada 
musyawarahitersebut dapat sikatakanisangatibaik, dan partipasi masyarakat juga tidak 
hanya dilihat dari kehadiran tetapi juga masyarakatiikut memeberikan suara atas 
usulanititik mana yang akan dilakukan pembangunan. Berikutimerupakan bukti kehadiran 
masyarakat idi desa wonoplitahan: 
 

Tabel i1 i i 
Tingkat iKehadiran iMasyarakat iDesa iWonoplitahan 

No Unsur iYang iDiundang Jumalah iYang 
iDiundang 

Jumalah iYang 
iHadir 

% 

1 Kepala iDesa 1 1 100 

2 Badam iPermusyawaran iDesa 10 10 100 

3 Kepala iDusun 3 3 100 

4 Perangkat iDesa 14 14 100 

5 Unsur iLPMD 5 4 99 

6 Unsur iKelembagaan iDesa 67 61 91 

 Jumlah i 100 93 93 

Sumber data : Pemerintahan Desa Wonoplintahan 2021 

Berdasarkan Tabel 1 imenunjukkan ibahwa ijumlah iyang idiundang isebanyak i100 
undangan idan ijumlah iyang ihadir iberjumlah i93 idengan ipresentase isebesar i93% 
sehingga imenunjukkan ibahwa ipartisipasi iatau itingkat ikesadaran imasyarakat iDesa 

Kepala Desa mengadakan 

musrengbangdes untuk 

mebahas ADD 

Musrengbangdes dihadiri oleh 

pemrintahdesa, lembaga desa, dan 

lembaga kemasyarakat, serta tim 

fasilitator dari kecamatan 

Rancangan ADD disepakati 

dalam musrengbangdes dan 

menjadi salah satu 

penyususn APBDes 

Tim Pelaksana ADD menyampaikan 

rencana penggunaan ADD 

berdasarkan proritas 

musrengbangdes 



9 

Wonoplitahan iterhadap iperencanaan ipengelolaan ipenyelenggaraan ipemerintah idesa, 
pembinaan ikemasyarakatan idesa, ipememberdayaan imasyarakat idesa, ipemberdayaan 
masyarakat idesa iyang ididanai ioleh iADD isangat ibaik. 

 
Pelaksanaan iAlokasi iDana iDesa i(ADD) 

Pelaksanana iADD itersebut ipenerimaan idan ipengeluaran idesa iharus 
dilaksanakan imelalui irekening ikas idesa isesuai idengan ikewenangan idesa. iSeluruh 
kegiatan ikeuangan iharus idilakukan isesuai idengan ikewenangan idesa idan imelalui 
pelayanan iperbankan, ikecuali ibagi idesa iyang itidak imemiliki ipelayanan iperbankan 
maka iperaturannya idilakukan ioleh ipemerintah ikabupaten. iSeluruh ikegiatan 
penerimaan idan ipengeluaran ikas iharus iada ibukti iyang ilengkap idan isah. iDengan 
adannya ibukti iyang isah imaka iperlua idannya iketerbukaan idari itim ipelaksanaan 
kegiatan ikepada iseluruh imasyarakat. iTim ipelaksanaan ikegiatan iini idapat 
membuktikan iketerbukaan idari isetiap ikegiatan iyang idilakukan ioleh idesa, idengan 
demikian itim ipelaksanaan ikegitan imendapatkan iinformasi ikepada iseluruh ielemen 
masyarakat. iWujud inyata idari itim ipelaksanaan ikegiatan imenggunkan iprinsip 
keterbukaan idengan iadanya ipapan iinformasi iyang iberisi itentang ibanggunan iyang 
didanai ioleh iADD idan ibebrapa ibukti ipenerimaan idan ipengeluaran iyang idigunakan 
untuk ipembangunan itersebut. 

 
Pertanggungjawaban iAlokasi iDana iDesa i(ADD) 

Pertanggungjwaban iADD idi iDesa iWonoplitahan idengan iasas-asas itranparansi, 
akutabel, ipartisipasi iserta idilakukan idengan itertib idan idisiplin ianggaran. iDalam ihal 
ini, isesuia idengan iPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 iTentang 
Pengelolaan iKeuangna iDesa. iPeraturan itersebut idimaksudkan iunutk imemberi 
landasan hukum idi ibidang ipengelolaan ikeuangan idesa. iDalam iperaturan itersebut 
isebagai penguat ipilar itranparansi idan iakuntabilitas. iDengan idemikian, ipengelolaan 
ikeuangan desa iharus isecara iefisien idan iefektif. iDalam iAlokasi iDana iDesa i(ADD) 
imerupakan salah isatu isumber iutama ipendapatan idesa idimana idalam ipengelolaanya 
iharus dapat dipertanggugjawabkan isecara itranparansi ikepada ipemrintah ikabupaten 
imaupun masyarakat. Dipertanggungjawabkan dengan masing-masing idesa iakan 
imembuat pertanggungjawaban idalam ibentuk iSPJ. iSPJ iakan idi itunjukan iuntuk ipihak 
ikecamatan dan ipemerintahan kabupaten. iDengan iadannya i iSPJ iini iakan iterlihat 
ibahwa idesa yang dijadikan penelitian iini imenggunakan iasas itranparansi idan 
iakuntabel. iSPJ isangat pentig karena isebagai isyarat iawal ibagi idesa ijika iingin 
imencairkan iuang iyang iakan diterima idari idana iADD iyaitu idengan isudah 
imengumpulkan iSPJ itahuun isebelumnya. Selain isyarat iyag isudah iharus idipenuhi ioleh 
imasing-masing idesa itersebut, iselain pembutan iSPJ isebagai isyarat isebelum imencairkan 
iuang, imaka isebelum ibendahara desa iyang iakan imencairkan iuang ike iBank imaka 
iharus isudah imendapatkan rekomendasi idari ikecamatan isebelum ike ibank.  

Hal-hal iyang iberhasil idicapai iatau idilaksanakan ipada itahun i2020 iyang 
bersumber idari iAlokasi iDana iDesa i(ADD) idi iDesa iWonoplitahan i iyaitu isebagi 
berikut: (1) Bidang iPenyelenggaraan iPemerintahan iDesa. Urusan iPemerintahan iyang 
menjadi ikewenangan iPemerintah iDesa iterdiri idari iurusan iwajib idan iurusan ipilihan. 
Urusan iwajib iadalah iurusan iPemerintah iyang iwajib idi iselenggarakan ioleh 
iPemerintah Desa iWonoplintahan iyang iterkait idalam ipelayanan idasar. iPelaporan-
pelaporan idata tidak imengalami ikendala, itepat iwaktu, iPelayanan iadministrasi i1 ipintu 
idengan layanan iPADMA i(Pelayanan iAdminstrasi iMasyarakat iDesa) iuntuk imelayani 
idengan professional, itransparan idan itidak idi ipungut ibiaya. (2) Bidang iPelaksanaan 
Pembangunan iDesa. Program-program iPembangunan iDesa iWonoplintahan idi ilakukan 
dengan iberdasarkan ipada iRencana iPembangunan iJangka iMenengah iDesa i(RPJMDesa) 
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dan isemua ipelaksanaan ikegiatan ipembangunan ibaik ifisik iberupa ipembangunan 
gedung iserba iguna, ipengerasan icor ijalan/aspal, isaluran iirigasi, ilampunisasi idll, 
maupun inon ifisik itelah idi irumuskan idan idi irencanakan idi idalam iRencana iKerja 
Pemerintah iDesa i(RKPDesa) itahunan. iKegiatan iyang ipendanaannya iberskala ibesar idi 
serahkan ikepada iKabupaten, isementara iyang irelatif ikecil idi ianggarkan idari iPAD 
Desa. iUntuk iPembangunan iDesa itidak ihanya iterbatas ipada ipembangunan ifisik, 
namun ijuga ipembangunan imental ispiritual imelalui ipenyuluhan ike imasyarakat 
tentang bahaya iNarkoba, iMiras idan iHIV iAids, idi isamping iitu ijuga imelalui ipengajian 
idan pembekalan iagama idi itempat-tempat iibadah ijuga iturun ilangsung ike imasyarakat 
melalui isarasehan idi itingkat iRT/RW. iUntuk ikegiatan ipembangunan ifisik isarana idan 
prasarana iinfrastruktur imeliputi: 

Tabel i2 
Kegiatan iPembangunan iFisik iSarana idan iPrasarana iInfrastruktur 

No. Uraian Biaya i( iRp i) 

1. Pemb. iDrainase iDusun iWonokerto i- iPlintahan 30.000.000 
2. Pemb. iKanopi iHalaman iPAUD 26.000.000 
3. Pemb. iPaving iDusun iWonokeerto iLor iRT. i05 i 290.000.000 
4. Pemb. iPaving iDusun iWonogiri iRT. i03 i- i05 300.000.000 
5. Pemb. iPaving iDusun iWonogiri iRT. i02 i 35.000.000 
6. Pemb. iPaving iDusun iPlintahan/Wonokerto iLor 290.000.000 
7. Pemb. iPaving iDusun iPejantran iRT. i07 150.000.000 

Sumber data : Pemerintahan Desa Wonoplintahan 2021 

Berdasarkan Tabel 2 iterdapat ikegiatan ipembangunan ifisik isarana idan 
prasaranan iinfrastruktur iyang iterdiri idari i7 ikegiatan ipembangunan iyang ididanai 
ioleh ADD isebagai contonya ipembangunan idrainase iDusun iWonokerto iyang 
imemerlukan biaya isebesar iRp30.000.000, iuntuk ipembangunna ikanopi ihalaman iPAUD 
isebesar Rp26.000.000, ipembangunan ipaving iDusun iWonokerto ilor iRT.05 isebesar 
Rp290.000.000, pembangunan ipaving iDusun iWonogiri iRT. i03-05 isebesar iRp300.000.000, 
ipembangunan paving iDusun iWonogiri iRT. i02 isebesar Rp35.000.000, ipembangunan 
ipaving iDusun Plintahan isebesar iRp290.000.000 idan iyang iterakhir ipembangunan 
ipaving iDusun Penjantran iRT. i07 isebesar iRp150.000.000, isehinga idapat idilihat isetiap 
iDusun idalam perbaikan ipaving imemiliki ibiaya iyang iberbeda-beda. (3) Bidang 
iPembinaan Kemasyarakatan iDesa. Yang iutama iadalah ilebih imenitik iberatkan ikepada 
itotalitas kelembagaan iLinmas iDesa iuntuk iterus iberperan iaktif ibaik idalam 
ikeorganisasian, implementasi ipengamanan idan ikeamanan idi iwilayah iagar inyaman 
idan ikondusif. Pembekalan idan ipembinaan ikepada iKarang iTaruna itingkat iDesa 
idalam ipengelolaan kegiatan iyang iberskala iDesa, imengembangkan ipotensi iyang iada 
iuntuk iterus imaju dan iberkembang. (4) Bidang iPemberdayaan iMasyarakat iDesa. 
Kegiatan idi iBidang Pemberdayaan iMasyarakat iDesa imeliputi ikegiatan iyang iantara 
ilain itelah itercapai. 

 
Tabel i3 i 

Kegiatan idi iBidang iPemberdayaan iMasyarakat iDesa 

Sumber i: iPemerintah iDesa iWonoplitahan 2021 
 

No Jenis iKegiatan Volume Biaya Sumber iDana 

1. Pelayanan iKesehatan iMasyarakat i 1 itahun 20.356.500 DD 
2. Pembinaan iPKK 1 itahun 20.000.000 DD 
3. Pembinaan iKelompok iTani 1 itahun 13.925.000 DD 
4. Pembinaan iKarang iTaruna 1 itahun 5.000.000 DD 
5. Pembinaan iPAUD 1 itahun 8.400.000 DD 
6. Peningkatan iwawasan imasyarakat 1 itahun 42.336.000 DD 
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Berdasarkan Tabel 3 ikegiatan idi ibidang ipemberdayaan imasyarakat idesa 
terdapat ijenis ikegiatan ipelayanan ikesehatan imasyrakat idengan i1 itahun iyang 
memerlukan ibiaya iRp20.356.500 iyang ibersumber idari idana idesa. iuntuk ipembinaan 
PKK imemerlukan ibiaya iRp20.000.000 iyang ibersumber idari idana idesa iselama i1 itahun 
pembinaan ikelompok itani iselama i1 itahun imemerluka ibiaya iRp13.925.000 iyang 
bersumber idari idana idesa. ipembinaan ikarang itaruna imemerluka ibiaya iRp5.000.000 
selama i1 tahun iyang ibersumber idari idana idesa. isedangkan iuntuk ipembinaan iPAUD 
memerluka ibiaya iRp8.400.000 iselama i1 itahun iyang ibersumber idari idana idesa, iserta 
peningkatan iwawasan imasyarakat imemerluka ibiaya iRp42.336.000 iselama i1 itahun 
yang bersumber idari idana idesa. 

 
Pengawasan iAlokasi iDana iDesa 
 Tahap ipengawasan ipegelolaan iAlokasi iDana iDesa i(ADD) idi iDesa 
Wonoplitahan isejauh iini itelah imemberikan iruang iterbuka ipada imasyarakat iuntuk 
bisa menyampaikan ikeluhan iatau ikomplin icontohnya ipada itahap ipembangunan, 
masyarakat ibisa imenyampaikan ikeluhan ipada ibahan ibaku iyan idirasa ikurang itepat 
langsung ikepada ipemerintahan. iKeterbukaan ikesempatan iyang idiberikan ikepada 
masyarakat imerupakan icerminan ipemerintahan iDesa iWonoplitahan imemberdayakan 
masyarakat idesanya idalam itahap ipengawasan idalam ipelaksanaan ikegiatan iADD. 
Pengawasan ilangsung iyang idilakukan ioleh imasyarakat idapat imenjadi iujung itombak 
agar ipelaksanaan ipenggunaan iADD itepat isesuai idengan iperencanaan iyang itelah idi 
tetapkan. iPengawasan idapat idikatan imenjadi iunsur iyang ipenting idalam ipengelolaan 
ADD, isebab pengawasan sendiri bertujuan iuntuk imeminimalisasi iadanya 
penyimpangan. Pengawasan isendiri isangat ierat ikaitannya idengan ipartisipasi 
imasyarakat, itransparansi dan iakuntabilitas. iDalam ihal iini isangat ipenting iadanya 
ipartisipasi imasyarakat idalam pengawasan iagar ipengelolaa iADD ibenar-benar isesuai 
idengan itujuan iawal idan itidak disalah igunakan. iPengawasan idalam ipengelolaan 
iADD isendiri ijuga idilakukan imelalui laporan ipengelolaan iyang iharus itransparan idan 
iakuntabel. iTidak ihanya ipengawasan secara ilangsung inamun ijuga idapat idilakukan 
imelalui itahap ipengawasan idari isisi pelaporan, iyang isejauh iini ibelum imaksimal 
iditerapkan idi idalam imasyarakat. iHal tersebut idilihat idari, ipelaporan ipenggunaan 
iADD iyang ibelum ibenar-benar iterbuka kepada imasyarakat. iBanner ilaporan iyang 
ibelum iterpasang idengan ibaik, idan itidak adanya ilaporan ilangsung ikepada 
imasyarakat ibaik idalam ibentuk iselebaran imau ipun yang ilain, imengindikasi iharus 
idikembangnya itahap ipengawasan ipengelolaan iADD tersebut. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan  

Akuntabilitas iPengelolaan iAlokasi iDana iDesa idi iDesa iWonoplitahan iTahun 
2020 idapat idiambil ikesimpulan isebagi iberikut: (1) Tahap iperencanaan iAlokasi iDana 
Desa i(ADD) idi iDesa iWonoplitahan itelah imenerapkan iprinsip ipartisipasi, iresponsif 
dan itranparansi. iHal iini idibuktikan idengan itingkat ikehadiran imasyarakat iyang sangat 
antusias ipada isaat imengahadiri iMusrengbangdes i(Musyawarah iPerencanaan idan 
Pembangunan iDesa). iSelain iitu, idalam iMusrengbangdes iPemerintah iDesa 
Wonoplitahan isecara iterbuka imenerima isegala iusulan idari imasyaraat iyang ihadir 
dalam imusyawarah itersebut iuntuk imenjalankan iprogram iyang iterkiat, (2) Tahap 
pelaksanaan iprogram iAlokasi Dana iDesa i(ADD) idi iDesa iWonoplitahan itelah 
menerapkan iprinsip itranparansi idan iakuntabilitas. iPrinsip itranparansi iini idibuktikan 
dengan iadannya ipenyampaian informasi imengenai isegala ikegiatan iyang iakan 
dijalnkan oleh idesa imelalui dana iADD iyaitu idengan idisampikan iforum 
musrengbangdes ipada papan iinformasi. iSedangkan iuntuk iprinsip iakuntabilitas iyaitu 

Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 10, Nomor 10, Oktober 2021



12 

dengan isudah terlaksanakan ikegiatan idan imembuat ipertanggungjawaban isecara ifisik 
dan administrasi yang iharus isudah iselesai idan ilengkap, ikarena inantinya ikelengkapan 
tersebut iberguna untuk ipencairan idan iperiode iberikutnya idengan isyarat ibahwa 
pertanggungjawaban administrasi iharus isudah iselesai iuntuk iperide isebelumnya. (3) 
Tahap pertanggungjawaban iAlokasi iDana iDesai(ADD) isecara iteknis imaupun 
administrasi sudah ibaik idalam ipenerapan iprinsip iakuntabilitas idengan iindikator 
tranparansi idan responsif. iPrinsip iakuntabilitas idalam ipengelolaan iADD isudah terlihat 
dengan adannya ikelengkapan idalam ipembuatan iSPJ i(Surat iPetanggungjawaban) iyang 
didalamnya iterdapat ilaporan imengenai ipelaksanaan ikegiatan iAlokasi iDana iDesa 
(ADD) idengan iadannya ibukti ipendukung iyaitu iseperti inota ikwintansi iyang idibuat 
oleh iperangkat idesa, iserta ibukti idokumen-dokumen iberupa ifoto iuntuk ifisiknya. 
Namun idalam ipelaksanaan iprogram itersebut imasih iperlu iadannaya ibimbingan idari 
pemerintah ikecamatan ikepada ipemerintah idesa, (4) Tahap ipengawasan iAlokasi iDana 
Desa idi idesa iwonoplitahan itelah imenerapkan iprinsip itranparansi idengan memberikan 
ruang iterbuka ipada imasyarakat iuntuk ibisa imenyampaikan ikeluhan iatau ikomplin. 
Tahap ipengawasan itidak ihanya idilakukan isecara i ilangsung itetapi ijuga idilakukan 
dengan itahap ipengawasan idari isisi ipelaporan, idilihat idari ipelaporan ipenggunaan 
ADD iyang ibelum ibenar-benar iterbuka ikepada imasyarakat. 

 
Saran i 

Berdasarkan iketerbatasan ipenelitian iyang itelah idi iuraikan idiatas, imaka isaran 
dari ipeneliti iyaitu: (1) Peneliti iselanjutnya isebaiknya ilebih imengkoordinasi ilagi 
penentuan ijadwal iyang iteapt isehingga iwaktu iyaang itelah iditetapkan itidak mengalami 
kegagaln idikarenakn iinforman iyang iakan iwawancarai irapt ike ikecamatn. iSehigga 
anatara ipenelitian idan iinforman itidak imerasa iterganggu idan isama-sma imenyetuji 
waktu iyang itelah iditeiapkan iuntuk iwawancara, (2) Peneliti iselanjutnya idiharapkan 
untuk imemberikan ipenjelasan iterlebih idahulu ipada isaat iawal i penentuan i jadwal 
wawancara, i untuk ipihak iinforman isegera imenyiapkan idata-data iyang idiperlukan 
oleh ipenliti isehingga ipihak iinforman itelah imenyiapkan iyang idibutuhkan ioleh peneliti 
sebelum iwawancara. 
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